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ABSTRAK 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU 

PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-ANAK/2016/PN MDN) 

OLEH : 

NURUL AMALIA 

NPM : 14.840.0115 

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum 

pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban 

pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya 

pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang 

yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. 

 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka rumusan 

masalah nya adalah (a)Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan 

berencana oleh anak? (b) Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya 

perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ? (c) 

Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? Maka metode pendekatan 

yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan 

mengkaji peraturan perundang undangan. 

Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim 

menggunakan pertimbangan yang bersifat yurisdis dan normatif. Hasil penelitian 

dan pembahasan berupa (a).Putusan Pengadilan Negeri Medan 46/pid.sis-

anak/2016 pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh anak dalam perkara ini 

½ (satu perdua) dari tuntutan jaksa penuntut umum (b). Faktor yang memicu 

terjadinya tindak pidana adalah faktor internal,eksternal,psikis pelaku.(c) Hakim 

juga mempertimbangkan dari sisi keluarga korban yang kehilangan salah seorang 

anggota keluarganya akibat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi 

hukuman dengan vonis 6 (enam) tahun penjara. 

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak. 
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ABSTRACT 

CRIMINAL RESPONSIBILITY TO THE ACTOR PLANNERS PLANNED 

BY THE CHILD (DECISION STANDARD NUMBER 

 46 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PN MDN)  

BY: 

NURUL AMALIA 

NPM : 14.840.0115 

 

 Criminal liability is one part of the criminal law in addition to criminal, 

criminal and punishment. Criminal liability is important in criminal law, since 

there is no criminal sanction imposed on a person committing a criminal offense if 

the person committing the crime is not required to be charged. 

 Based on the formulation of the problem and the purpose of the research, the 

problem formulation is (a) What is the legal arrangement of premeditated murder 

by the child? (b) What are the factors causing the onset of a crime of premeditated 

murder committed by a child? (c) How is criminal liability for the perpetrator of a 

premeditated murder committed by a child? Then approach method used is 

method of juridical normative approach, that is by reviewing legislation. 

 In the judgment of criminal judgments committed by students, judges use 

judicial and normative considerations. The results of the study and discussion are 

(a). Medan District Court Decision 46 / pid.sis-anak / 2016 criminal liability 

received by the child in this case ½ (one parcel) from the public prosecutor's claim 

(b). Factors that trigger the occurrence of a crime are internal factors, external, 

psychic offender, (c) The judge also consider from the side of the family of the 

victim who lost one of his family to the defendant's actions, so the defendant was 

sentenced with a sentence of 6 (six) years imprisonment. 

 

Keywords: Criminal responbility,pogrom, Child. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum 

pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban 

pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya 

pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang 

yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang 

diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum 

acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta 

pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum 

pidana di dalam masyarakat.Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan 

masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan 

diminta pertanggungjawaban pidananya. 

Ciri dari hukum pidana adalah adanya pidana dan bila tidak ada pidana, 

maka tidak akan ada hukum pidana. Pidana ini diancamkan terhadap orang yang 

melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Melalui 

pertanggungjawaban pidana ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang 

secara nyata dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah melakukan suatu 

tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas 

kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi geen straf zonder schuld artinya tidak 

ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana 

kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak 

mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, 

asas kesalahan merupakan asas yang sangatfundamental dalam meminta 

pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak 

pidana.
1
Dikatakan sebagai asas fundamental karena kesalahan yang menentukan 

seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang yang sudah memenuhi semua 

                                                             
1
 Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2002,hlm. 85. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 
 

unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana 

orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, 

maka orang tersebut tidak dapat dipidana. 

Kesalahan dalam melakukan tindak pidana berupa kesengajaan dan 

kelalaian. Kesengajaan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diketahui, sedangkan 

kelalaian dikatakan sebagai tidak hati-hati atau sembrono. Berdasarkan asas 

kesalahan di atas untuk dapat dipidananya seseorang haruslah terdapat padanya 

kesengajaan atau kelalaian pada saat dia melakukan suatu tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini mengikuti pandangan 

dualistis. Pandangan dualistis memisahkan antara unsur pertanggungjawaban 

pidana dengan unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut 

pandangan dualistis hanya didasarkan pada unsur pertanggungjawaban berupa 

unsur subyektif. Unsur subyektif ini merupakan unsur yang terdapat dalam diri si 

pembuat tindak pidana.  

Penulisan ini tidak menganut pandangan monistis dalam 

pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistis menentukan untuk adanya 

pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan unsur 

pertanggungjawaban pidana. Menurut pandang monistis untuk menentukan 

pertanggungjawaban pidana dilihat unsur subyektif dan unsur obyektif dari tindak 

pidana. Unsur obyektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku 

tindak pidana. 

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. 

Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus 

dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang 

dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam 

perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa Latin berbunyi 

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali, artinya suatu perbuatan 

baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu 

dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari 

kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat 
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dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai 

perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat 

dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam 

undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan. 

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang tidak berlaku baginya ketentuan 

pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan 

tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah 

dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul 

Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan 

lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori 

hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana.
2
Kesalahan yang 

menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. 

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah 

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnyawa 

oranglain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan 

pidana matiatau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama duapuluh tahun”. 

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk 

undangundangsebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang 

rumusannya dapat berupa “pembunuhanyang dilakukan dengan rencana terlebih 

dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Dapat disimpulkan 

bahwamerumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-

undangsengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri 

sendiri. 

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai 

salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan 

nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman 

seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, 

tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman 

yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. 

                                                             
2
 Chairul Huda,Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan 

Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, 2006,hlm 1. 
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Perdebatan konseptual seputar penggunaan pidana seumur hidup sebagai 

sarana penanggulangan kejahatan telah muncul sejak berkembangnya "falsafah 

pembinaan" (treatment philosophy) dalam pemidanaan. Perdebatan tentang pidana 

seumur hidup semakin meruncing seiring meningkatnya issu global tentang hak 

asasi manusia. 

Berbagai Negara seperti Norwegia, Portugal, Spanyol perdebatan itu bahkan 

memuncak pada dicabutnya pidana seumur hidup dari sistem hukum pidananya. 

Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup masih 

dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu 

jenis pidana ini hampir muncul dalam setiap kebijakan kriminal di Indonesia, 

khususnya terhadap jenis tindak pidana berat yang dampak sosialnya sangat luas 

dan kompleks.
3
 

Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana 

di Indonesia yang ada selama ini belum mengimplementasikan gagasan keadilan 

Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai keseimbangan dalam pidana 

seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan 

perundang-undangan pidana Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan 

perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat. Ketidakmampuan pidana 

seumur hidup memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat nampak 

dari: 

1. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di 

Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam perundang-undangan 

diluar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung 

hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi 

pidana sebagai sarana pencegah kejahatan. 

2. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana 

tidak memberikan kemungkinan modifikasi atas pertimbangan adanya 

perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani 

pidananya. 

                                                             
3
 1 http://ummpress.umm.ac.id/detail.php?id_buku_baru=67, dikunjungi tanggal 3 april2018 pukul 

13:03 
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Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara), tetap 

dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pemidanaan di Indonesia 

tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa 

syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan : Banyak 

pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup 

karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan 

demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam 

masyarakat.
4
 

Hulsman bahkan dengan sangat ekstrim menyatakan bahwa : Pidana 

perampasan kemerdekaan khususnya pidana seumur hidup akan mengakibatkan 

rantai penderitaan yang tidak saja dirasakan oleh narapidana yang bersangkutan, 

tetapi juga oleh orang-orang yang kehidupannya tergantung pada narapidana yang 

bersangkutan.
5
 

Kajian yang membahas masalah pidana seumur hidup secara utuh dapat 

dikatakan masih sangat jarang, padahal, sebagai jenis pidana berat yang 

keberadaannya masih mengandung pro dan kontra, pidana seumur hidup terasa 

sangat mendesak untuk mendapatkan perhatian. 

Tiga alasan mendasar pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di 

Indonesia, yaitu:  

a. Pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana 

yang berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di Indonesia, akan tetapi 

berasal dari hukum pidana Belanda. Sebagai jenis pidana yang tidak berakar 

pada nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia, pidana penjara, termasuk 

didalamnya pidana seumur hidup menjadi sangat mendesak untuk disesuaikan 

dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia; 

b. Kebijakan legislative tentang pidana seumur hidup yang ada selama ini 

mengandung pertentangan filosofis.Secara filosofis pidana penjara sebenarnya 

hanya bersifat sementara,sebagai tempat untuk mempersiapkan terpidana 

melakukan readaptasi sosial. Pidana seumur hidup yang ada selama ini 

                                                             
4
 Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, UMM Press, Malang, 

2005 hlm.2. 
5
 Butje Tampi, SH, Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundangundangan  dan di 

Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan, sinar grafika,jakarta,2011, hlm. 4. 
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cenderung hanya diorientasikan pada upaya perlindungan masyarakat, yang 

merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah 

kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) 

kurang mendapat perhatian; 

c. Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu 

maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pemidanaan, tidak sesuai 

dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila yang mengutamakan keadilan.
6
 

Perlidungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua 

mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis 

dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan 

pembinanaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu 

tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak 

pidana. 

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal bisa berupa mengembalikan 

anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada Negara 

untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan kepada 

Departemen Sosial atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di 

bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Hal tersebut dapat disertai 

teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. 

Setiap tahunnya, kenakalan yang dilakukan oleh anak selalu bertambah 

karena buruknya pergaulan, pengaruh lingkungan, serta faktor usia anak yang 

cenderung masih labil dan belum bisa mengkontrol emosinya. Kasus pembunuhan 

berencana yang pelakunya adalah seorang anak di bawah umur jarang terjadi, 

namun hal ini masuk ke dalam kenakalan anak. 

 Keluarga juga merupakan salah satu penyebab anak melakukan tindak 

pidana, keluarga yang tidak harmonis dan broken home membuat anak menjadi 

kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya atau bahkan sebagai bentuk protes 

atas rasa kesal kepada orangtuanya sehingga melakukan hal-hal negatif. 

                                                             
6
 ibid 
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Usia yang masih labil pun ikut mempengaruhi perkembangan dan perilaku 

anak, mereka belum bisa berpikir panjang tentang dampak yang akan terjadi 

apabila melakukan perbuatan dan perilaku negatif tersebut, serta lingkungan 

tempat anak bersosialisasi yaitu lingkungan sekolah, rumah dan lingkungan 

tempat bermainnya. 

 Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, 

sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi 

kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. 

Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan 

melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai 

pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu 

kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif. 

 Lingkungan merupakan tempat paling berpengaruh pula bagi perkembangan 

dan perilaku anak, jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik 

maka akan baik pula perilakunya. Sebaliknya, jika anak tumbuh dan berkembang 

di lingkungan yang buruk dan lebih mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif, 

maka perilaku yang dilakukan oleh anak juga cenderung negatif. 

 Seorang anak yang sedang berada dalam usia remaja atau sedang dalam 

perkembangan kearah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang dapat 

merugikan dirinya sendiri. Perbuatan yang lepas kontrol seperti melakukan tindak 

pidana, selain merugikan oranglain juga ikut merugikan dirinya sendiri, namun 

terkadang mereka berpikir akan merasa puas jika melakukan hal-hal atau 

perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. 

Faktor pergaulan atau pertemanan pun menjadi salah satu pengaruh perilaku 

anak, jika anak berteman dengan orang-orang yang selalu berperilaku negatif 

maka anak akan mengikuti teman-teman nya melakukan hal-hal negatif begitu 

juga sebaliknya. 

 Perkembangan jaman pada masa sekarang ini cenderung tidak hanya orang 

dewasa yang melakukan tindak pidana namun juga anak pun dapat melakukan 

tindak pidana. Anak yang seharusnya masih bermain dengan teman-temannya dan 

belajar di sekolah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berhadapan 

dengan hukum. 
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 Kenakalan anak berupa pembunuhan berencana, dapat pula dilatarbelakangi 

karena rasa terlalu kesal sehingga mengakibatkan dendam yang kemudian mencari 

segala cara untuk dapat melampiaskan kekesalan atau emosinya kepada orang 

yang ditujunya sehingga tidak dapat berpikir panjang yang mengakibatkan 

memiliki niat untuk menghabisi nyawa musuhnya dan kemudian merencanakan 

suatu pembunuhan. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi. 

Bagi anak-anak yang perkaranya terproses lebih lanjut sampai kepengadilan, 

dalam penerapan pidananya sering kali hak-hak dan kejiwaan anak-anak kurang 

diperhatikan oleh aparat penegak hukum, apalagi anak-anak yang orang tuanya 

tidak mampu, yang tidak memiliki penasehat hukum atau pengacara pribadi. Dan 

mereka hanya menerima begitu saja keputusan yang diberikan oleh hakim, 

meskipun sebenarnya mereka mempunyai hak untuk mengajukan banding dan 

peninjauan kembali. Namun mereka sering tidak menggunakan hal tersebut 

karena mereka tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa memintanya untuk 

memperoleh hak-hak tersebut. 

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses 

peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cendrung 

merugikan anak. Dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan 

saksi dalam suatu tindak untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus 

dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah anak. Dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses 

penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan 

akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan 

pendekatan keadilan restoratif. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang dimaksut dengan anak yang berhadapan dengan 

hukum (children in conflict with the law), adalah sebagai berikut :  

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 

tindak pidana” 

Perkembangan masyarakat dan teknologi dewasa ini secara tidak langsung 

juga mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan berbagai modusnya 

kecendrungan peningkatan kejahatan ini dapat kita lihat dari pemberitaan di media 

masa baik cetak maupun media elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak baik mereka 

sebagai pelaku ataupun sebagai korban dari suatu tindak pidana. Banyaknya kasus 

anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan 

mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh 

negara. kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak tersebut 

dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Romli Atmasasmita dalam 

Wagiati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua 

hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :
7
 

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah : 

a. Faktor intelegentia; 

b. Faktor usia; 

c. Faktor kelamin; 

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. 

2. Yang termasuk ekstrinsik adalah : 

a. Faktor rumah tangga; 

b. Faktor pendidikan dan sekolah; 

c. Faktor pergaulan anak; 

d. Faktor mass media. 

Dari berbagai faktor yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ada 

banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan 

yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan 

                                                             
7
 Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama,jakarta, 2006, hal.17. 
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yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya 

akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh 

dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang 

pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. 

Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk 

pertanggugjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan 

sianak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat 

penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan 

anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan 

dan ketidak adilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan 

dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa 

masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan 

upaya lain dalam peneyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi 

juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan 

diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga 

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan 

semula, dan bukan pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan 

restorative justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak). Dalam undang-undang sistem peradilan anak 

tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk 

mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif 

khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam 

menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut 

diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. 
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1.2 Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat 

diidentifikasi berbagai permasalahan di antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku anak pembunuhan 

berencana? 

2. Apakah semua tindak pidana di dasari dengan asas kesalaan? 

3. Bagaimanakah pengaruh lingkungan masyarakat bagi perilaku anak? 

4. Kurang nya perhatian dari pemerintah kota medan untuk masa depan anak. 

5. Watak dari anak tersebut juga sangat mempengaruhi tingkah lakunya. 

6. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana bagi pelaku pembunuhan 

berencana? 

1.3 Pembatasan masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas,maka dalam 

hal ini yang dikaji perlu untuk dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk 

memfokuskan perhatian pada peneliti agar diperoleh kesimpulan yang benar dan 

mendalam pada aspek yang di teliti,yaitu : 

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan 

oleh anak. 

2. Di provnsi sumatera utara masih di temukan permasalahan terkait tentang 

pembunuhan yang di lakukan oleh anak. 

3. Anak hanya dapat di jatuhkan hukuman pidana,denda,ganti rugi. 

4. Lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh bagi perilaku anak 

5. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua dapat mengakibatkan 

timbulnya penyipangan perilaku bagi anak. 
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1.4 Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan di atas,maka beberapa 

permasalahan yang menjadi inti dari pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh anak? 

2. Faktor faktor apa saja sebagai penyebab munculnya perbuatan tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ? 

3. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? 

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

timbulnya tindak pidana pembunuhan oleh anak. 

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan 

tindak pidana pembunuhan berencana. 

3. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana oleh 

anak. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan 

teoritis yaitu : 

1. Secara praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

hukum,khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban tindak 

pidana bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan. 
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2. Secara Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu 

pengetahuan pada penegakan hukum positif yang lebih jelas pada 

pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan. 

b. Bagi Instansi 

Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuaidengan 

aturan yang berlaku terhadap pertanggungjawaban pidanaterhadap terdakwa 

tindak pidana pembunuhan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Uraian Tentang Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaaefeit,di dalam 

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan 

yang di maksut strafbaarfeititu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan 

dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus 

hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : 

   “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena        

merupakan pelanggaran terhadap undang undang (tindak pidana)” 

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit,terdiri atas 

tiga suku kata, yaitu staf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan. 

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang undang hukum pidana (kuhp) 

dikenal dengan istilah strafbaarfeitdan dalam kepustakaan tentang hukum pidana 

sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang undang merumuskan 

suatu undang undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan 

pidana atau tindakan pidana. 

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut 

beberapa pakar antara lain : 

a. Pompe 

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum. 

b. Simons  

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seeorang yang 

rindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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c. Jonkers 

Strafbaarfeitsebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu 

perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau 

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. 

d. Van hamel 

Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang undang melawan hukum, 

yang patut dipidanakan dan dilakukan dengan kesalahan. 

e. S.R Sianturi 

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada,tempat,waktu,dan keadaan 

tertentu yang dilarang(atau diharuskan)dan diancam dengan pidana oleh 

undang undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan dilakukan 

oleh seseorang (yang bertanggung jawab).
1
 

f. Moeljatno 

Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan 

mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

saja yang melanggar larangan tersebut. 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah 

delik,dikarenakan alasan sebagai berikut: 

a) Bersifat universal dan dikenal dimana mana 

b) Lebih singkat,efesien,dan netral. Dapat mencakup delik delik khusus yang 

subjeknya merupakan badan hukum,badan,orang mati 

c) Orang memakai istilah Strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga 

menggunakan delik 

d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik delik yang diwujudkan oleh 

koorporasi yang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia 

e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti”peristiwa pidana”(bukan peristiwa 

perbuatan yang dapat dipidana melinkan pembuatnya).
2
 

Jonkers dan Ultrect berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang 

paling lengkap karena meliputi: 

a) Diancam dengan pidana oleh hukum 

b) Bertentangan dengan hukum 

                                                             
1
 Ibid,hlm 25 

2
 Zainal abidin farid,hukum pidana 1,sinar grafika,Jakarta,2007,hlm 231-232 
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c) Dilakukan oleh orang yang bersalah 

d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (Strafbaarfeit) memuat 

beberapa syarat syarat pokok sebagai berikut: 

a) Suatu perbuatan manusia 

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang. 

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
3
 

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran 

dan kejahatan yang masing masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. 

Pelanggaran sanksinya lebih ringa dari pada kejahatan. 

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian Strafbaarfeit, 

bermacam macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar 

belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasiona sesuai sudut pandang 

masing masing pakar. 

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

 Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

„‟toerekenbaarheid‟‟, „’criminal responbility‟‟, „’criminal liability‟‟. Bahwa 

pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang 

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang 

terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau 

dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu 

bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan 

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan 

atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang 

dilakukan tersebut. 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas 

perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang 

tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si 

pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu 

dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. 
                                                             
3
 Teguh prasetyo,hukum pidana,P.T.Raja Grafindo,Jakarta,2011,hlm 48. 
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Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian 

pertangungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat 

dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu 

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela 

atas perbuatanya. 

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:  

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. 

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang 

yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal 

apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau 

tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai 

kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.
4
 

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur 

pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga 

dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur 

keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, 

oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah 

dapat dibuktikan juga dalam persidangan.  

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang 

terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 

tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum 

untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya 

seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan 

pidanannya..  

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan 

yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas 

                                                             
4
Roeslan Saleh,Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. 

Jakarta.1992, hlm. 10 
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tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan 

tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau 

alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, 

maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat 

dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab 

(toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya.  

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapanya, 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung 

jawab mencakup:  

a. Keadaan jiwanya:  

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);  

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan  

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh 

bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, menganggu karena 

demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam 

keadaan sadar.  

b. Kemampuan jiwanya:  

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;  

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak; dan  

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi
5
 menjelaskan bahwa:  

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan 

“jiwa”(geestelijke vermogens), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan 

“berfikir”(verstanddelijke vermogens), dari seseorang, walaupun dalam istilah 

yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogens. 

untuk terjemahan dari verstanddelijke vermogens sengaja digunakan istilah 

“keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”  

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” 

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa 

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.10 
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Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, 

menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika 

tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya 

dan memakainya untuk keuntungan sendiri. 

2.1.2 Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung 

jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana 

dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia 

melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan kesalahanMenurut Ruslan Saleh
6
, tidaklah ada 

gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila 

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat 

pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya 

perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan 

pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan 

yang 

mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :  

a) Melakukan perbuatan pidana; 

b) Mampu bertanggung jawab; 

c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 

d) Tidak adanya alasan pemaaf. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada 

maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat 

dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. 

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah 

melakukan tidak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

1) Kemampuan bertanggungjawab; 

2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa); 
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3) Tidak ada alasan pemaaf.
7
  

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa 

pendapat sarjana berikut ini:
8
 

a. Mezger :  

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya 

pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana 

b. Simons :  

Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana. Ia berupa 

keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan 

dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan 

kepada si pembuat.  

c. Pompe :  

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat 

melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu 

adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si 

pembuat adalah kesalahan. 

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan 

tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas 

tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus 

diteliti dan dibuktikan bahwa :  

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ; 

b. Terdapat kesalahan pada petindak; 

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum; 

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang 

(dalam arti luas); 

e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan 

lainnya yang ditentukan dalam undang – undang. 

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban 

pidana adalah:  

1. Kesalahan; 

2. Kemampuan bertanggungjawab; 
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3. Tidak ada alasan pemaaf. 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 

harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak). 

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan 

pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan 

demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana 

yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu 

perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan 

tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang 

yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut 

sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 

2.2Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

2.2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa 

dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan 

dengan penjara paling lama 15 tahun.
9

 

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan 

sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang 

dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :  

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu 

juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.  

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun 

dengan perbuatan yang kecil sekalipun.  

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan 

kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.  

                                                             
9
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Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkansebagai berikut :  

a. Dengan sengaja  

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT 

(memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya 

dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang 

yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang 

dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah azaz dari perbuatan 

kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan 

dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan 

adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan 

menurut perumusan Undang-Undang.  

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :
10

 

1. Kesengajaan sebagai tujuan  

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat 

yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.  

2. Kesengajaan sebagai kepastian  

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat 

pasti ada dari perbuatan itu.  

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan  

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan 

belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.  

b. Menghilangkan nyawa orang lain  

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah 

sebagai berikut :  

(a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.  

(b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.  

(c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk 

membunuh.  

(d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa 

orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.  
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Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi 

pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada 

akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.  

Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain 

disebutkan :  

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata 

asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh 

dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang 

memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. 

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh 

terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan 

tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan 

untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu 

tidak dipergunakannya”.
11 

 

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, 

atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, 

dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari 

penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe 

pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal 

ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut :  

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum 

karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”.  

Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-

Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak 

dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup 

disebut sebagai pembunuhan saja.”
12

 

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak 

pada unsur-unsur sebagai berikut :  

a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.  

b. Unsur obyektif :  

1) Unsur dengan sengaja.  

2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.  
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Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti 

luas, yang meliputi :  

a. Kesengajaan sebagai tujuan.  

b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.  

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.  

Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan 

dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh 

tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. 

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan 

dengan sengaja ataupun karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan 

korban atau hilangnya jiwa orang lain.  

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai 

tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau 

dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang 

lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :  

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag)  

2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (Moord)  

3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.  

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada 

orang lain untuk membunuh.  

5. Gegualificeerderdoodslag pasal 339. 
13

 

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena 

dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena 

suatu tindak kelalaian si pelaku. 

2. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana 

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggung 

jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana 

dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia 

melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang 
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melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan kesalahan.  

Menurut Ruslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk 

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu 

sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan 

bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan 

kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan 

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang 

mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :  

e) Melakukan perbuatan pidana; 

f) Mampu bertanggung jawab; 

g) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 

h) Tidak adanya alasan pemaaf. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada 

maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat 

dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. 

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah 

melakukan tidak pidana dengankesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

1.Kemampuan bertanggungjawab; 

2. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa); 

3. Tidak ada alasan pemaaf.
14

 

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa 

pendapat sarjana berikut ini:
15

 

d. Mezger :  

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya 

pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana 

e. Simons :  

Sebagai dasar untuk pertanggungganjawab dalam hukum pidana. Ia berupa 

keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan 
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dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan 

kepada si pembuat.  

f. Pompe :  

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat 

melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu 

adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si 

pembuat adalah kesalahan. 

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan 

tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas 

tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus 

diteliti dan dibuktikan bahwa :  

a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang ; 

b. Terdapat kesalahan pada petindak; 

c. Tindakan itu bersifat melawan hukum; 

d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang –Undang 

(dalam arti luas); 

e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan 

lainnya yang ditentukan dalam undang – undang. 

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban 

pidana adalah:  

1. Kesalahan; 

2. Kemampuan bertanggungjawab; 

3. Tidak ada alasan pemaaf. 

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 

harus ada: 

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan 

yangburuk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal) 

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik 

dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak). 

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggung 

jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, 

terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang 
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dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu 

perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan 

tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang 

yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut 

sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada 

hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 

2.2.2 Jenis Jenis Pembunuhan Berencana 

Skripsi ini secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan 

pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur 

pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan 

ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah 

berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam 

objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.  

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku 

sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk 

pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi 

pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan 

jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada 

pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka 

waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. 

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu 

keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang 

ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga 

dipersiapkan pelaksanaannya.
16

 

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu :  

 1. Adanya wujud perbuatan.  

2. Adanya suatu kematian (orang lain).  

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.  

                                                             
16

 H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1989,hlm 35. 
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KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti „sengaja”. Namun 

apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-

penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai 

interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah 

suatu opzet atau willensenweten.  

Adapun yang dimaksud dengan “willensenweten” adalah :  

“seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus 

mengkehendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti 

(weten) akan akibat dari perbuatan itu”. 

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai 

“menghilangkan nyawa orang lain” menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan 

berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa 

dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.  

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP iniadalah pembunuhan 

yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih dahulu dalam keadaan 

tenang untukmenghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini 

meliputibagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yangakan 

digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannyapembunuhan, waktu 

pelaksanaannya, atau bahkan cara pelakupembunuhan berencana untuk 

menghilangkan jejak, misalnya:dengan membuang alat atau sarana yang 

digunakan untukmelakukan kejahatan, memakai sarung tanganagar 

tidakmeninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayatkorban di 

tempat yang dirasakan aman.  

Para perancang KUHP  menganggap bahwapembunuhan berencana adalah 

kejahatan yang sangatmenyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan 

beradab.Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atauniat 

yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktuyang tepat serta motif 

yang kuat untuk menggerakkan seseoranguntuk melakukan pembunuhan yang 

keji. Oleh karena itu,ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih 

beratdibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339.Hal ini 

diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebihdahulu. Pembunuhan 
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berencana diancam dengan pidana matiuntuk melindungi ketentraman dan 

kesejahteraan umum.  

Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan 

pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di 

dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. 

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 

(tiga) syarat yaitu :  

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk 

membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya 

adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan 

dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan 

seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia 

memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya 

memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak 

diwujudkan ketika itu.  

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam 

arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada 

keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak 

mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu 

yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan 

putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. 

Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk 

memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.  

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini 

dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam 

suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain 

sebagainya.  

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di 

atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak 

terpisahkan. Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih 

dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” 
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adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk 

opzet, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni : 
17

 

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.  

2. Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting 

ialah caranya “opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.  

3.Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka 

waktu yang agak lama.  

2.3 Perlindungan Anak 

2.3.1 Pengertin anak 

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 

yang belum dewasa.
18

 

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda 

dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan 

sekitarnya”.2 Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara 

sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan 

lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang 

paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering 

menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.
19

 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut 

peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di 

antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak 

tersebut, karna di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing 

undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan 

perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
17

 R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 

1999, Hlm34   
18

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Balai Pustaka,Amirko, 1984,hlm,25 
19

 R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,Sumur, Bandung,2005,hlm 
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a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

     Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20

 

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  

     Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 

16 (enam belas) tahun.  

c. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  

     Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh  

satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
21

 

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.
22

 

e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia adalah sebagai berikut :  

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 

tersebut demi kepentingannya".
23

 

 Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 

karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan 

kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur 

anakanak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang 

usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi 

seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau 

kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention 

on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 

                                                             
20

 Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta,1992), hlm. 28 
21

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlidungan anak, Visimedia, Jakarta,2007, hlm 4. 
22
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 Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, Sinar Grafika,Jakarta,1997, hlm,52. 
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tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah 

diperoleh sebelumnya.  

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat 

dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa 

ahli yakni sebagai berikut : 

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam 

masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 

16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia 

itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.
24

 

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom 

mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan 

perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses 

perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah 

sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk 

wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."
25

 

 Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya 

dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di 

permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun 

ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa 

telah melakukan jual beli, berdagang, dam sebagainya, walaupun ia belum 

berenang kawin."
26

 

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas 

yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan 

menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi 

permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup 

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undnag tentang 

perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum 

pernah menikah. 
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2.3.2 Pengertian Perlindungan Anak  

Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa semua anak mempunyai hak 

untuk mendapatkan perlindungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia 

yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, 

mental, dan sosial. 

 Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum merupakan jaminan bagi 

kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum 

perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah 

penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam 

pelaksanaan perlindungan anak
27

. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkambang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi ( uu=ndang undang no 35 

tahun2014 tentang perlindungan anak. 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai 

berikut :
28

 

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam 

bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan.  

b. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan  

dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.  

2.4 Kerangka Teori 

Suatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang melawan 

hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan 
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 Arif Gosita,masalah perlindungan anak ,akademi predindo,Jakarta.1989,hlm 19 
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  Maudin Gultom,perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di 
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yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan 

merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran 

terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat. 

 Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan 

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. “Ditegaskan selanjutnya, bahwa 

adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang 

membawa ketentraman dihati orang, dan jika dilanggar akan menimbulkan 

kegelisahan dan kegoncangan”.
29

 

“Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara 

mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokan dengan rumusan 

undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana 

(KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur 

material yaitu bertentangan dengancita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau 

dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana”.
30

 

 

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan 

abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan 

dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil 

apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena 

perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam 

kenyataan secara kongkret, perbuatan ini dapat beraneka macam wujudnya, 

misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun, dan lain 

sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.
31

 

 Pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

mulai Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:  

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

Sementara itu, Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat 

dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman 
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  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,Balai Pustaka,Jakarta,1989, hlm. 41. 
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 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina 
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pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam 

Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:  

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencara terlebih dahulu 

menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, 

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 

paling lama 20 tahun. 
32

 

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 

bahwa ancaman pidana untuk anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah dari 

maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan tidak boleh lebih dari 10 

tahun. 

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di 

Pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus 

diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana 

khusus. Sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan 

terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang 

berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan, apabila 

ditahan/dipenjarakan ia harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan 

tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak 

yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus.
33

 

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan:  

”Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban 

dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.  

Dari pasal tersebut jelas ditegaskan bahwa bukan hanya orang tua yang 

bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak, akan tetapi Negara dan 

masyarakat pun harus berperan di dalamnya. 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata “hypo” dan “Thesis” yang masing masing 

berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi inti hipotesis adalah suatu dalil yang dianggap 

belum menjadi dalilang sesungguhnya, oleh karenanmasih diuji atau dibuktikan 

dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.
34

 

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulis ilmiah pada umumnya 

membutuhkan hipotesis,karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah peneliti. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada  teori relevan, belum berdasaran fakta yang 

empiris melalui pengumpulan data. 

Jadi adapun yang menjadi hipotesis permasalahannya yang penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Tanggung jawab pelaku terhadap pembunuhan berencana adalah pelaku yang 

melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan di hukum dan 

dikenakan pasal 340 kuhp jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana 

2. Faktor penyebab munculnya pembunuhan berencana adalah faktor internal 

yang berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya 

seperti lingkungan,pendidikan,ekonomi dll. 

3. Pengaturan yang mengatur tentang pembunuhan berencana adaah pasal 340 

dan jika pelaku nya adalah anak maka diberlakukan undang undang tentang 

perlindungan anak yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhpidana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis,sifat,lokasi dan waktu penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian tentang “Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku 

pembunuhan berencana oleh anak” merupakan penelitian hukum normatif yang 

merupakan salah satu jenis penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Dengan demikian objek yang 

dianalisis adalah azas-azas norma hukum, baik peraturan perundang-undangan 

secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun lembaga terkait. 

3.1.2 sifat penelitian 

Sifat penelitian terdiri dari hukum normatif yakni mencangkup penelitian 

terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum,penelitian 

terhadap taraf sinkronisasi hukum Sifat/materi penelitian yang dipergunakan 

dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah 

penelitian hukum normatif,yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang 

mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif
1
 

3.1.3 Lokasi penelitian 

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian berlokasi di Pengadilan Negeri 

Medan yang beralamat di jl.pengadilan no 8 ,petisah tengah,medan petisah,kota 

medan sumatera utara. 

3.1.4 Waktu penelitian 

Dalam hal ini untuk menyelesaikan penulisan, penulis membutuhkan waktu 

dari perencanaan dan pengambilan keputusan di rangkum sebagi berikut : 

No. Kegiatan 

November 

2017  

Januari 

2018  

Februari 

2018 

Maret 

2018  

April 

2018  

Mei

2018  

III IV I II  I IV  I IV I I 

1.  Pengajuan Judul           

                                                             
1
 Asri Wijayanti ,Strategi Penulisan Hukum,Lubuk Agung ,Bandung,2011.hlm.163. 
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2.  
Penyusunan 

Proposal  

         

3.  
Seminar 

Proposal Skripsi  

         

4.  

Bimbingan dan 

Perbaikan 

Seminar Skripsi  

         

5.  

Seminar Hasil 

Penyempurnaan 

Skripsi  

         

6.  

Bimbingan dan 

Perbaikan 

Sebelum Meja 

Hijau  

         

7.  Meja Hijau           

3.2 Sumber data 

a.Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan  dalam 

sebuah penelitian, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer penulis 

adalah putusan nomor 46/pid.sus-anak/2016/pn mdn serta berbagai 

peraturan perundang undangan yang terkait seperti kitab undang undang 

hukum pidana. 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adala bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer, dan dalam penelitian ini bahan sekunder penulis adalah buku 

terkait perbuatan melawan hukum baik media cetak mauun elektronik. 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis untuk mendukung 

terselesaikannya penelitian ini adalah hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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3.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau 

mengumpulkan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder. 

a. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke 

perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku 

yang berhubungan dengan penelitiannya. 

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan 

untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, 

relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.  

Kekurangan dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, 

kadaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

3.3 Analisis data 

Karena dalam penyajian hasil penelitian sifatnya adalah deskriptif yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 

Maka dalam membahas permasalahan pertanggung jawaban pidana terhadap 

pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Maka data yang 

diperoleh akan dilengkapi secara kualitatif yaitu analisi data dengan lebih 

menekankan pada isi dari data tersebut, dan penyajian hasil-hasil penelitian 
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disatukan dengan analisa data terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fakultas Hukum Universitas “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum” (Jakarta: Univrsitas Trisakti,2006), lampiran 
IV.B, mengutip Enid Campbell, et,al.,Legal Research, Material and Methods. Sydney,The Law Book Company Limited,1988. 
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